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ABSTRAK  

 

Pemerintah Indonesia mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, 

pencatatan dilakukan oleh Lembaga Pencatat Negara yaitu untuk muslim dilakukan 

di Kantor Urusan Agama dan untuk non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. 

Meskipun terdapat petugas khusus dalam pencatatan perkawinan. Akan tetapi ada 

kalanya masyarakat mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, yakni secara formal 

adalah P3N dan masyarakat lain yang kemudian ini disebut Marriage Broker. Pada 

tahun 2015 keberadaan P3N telah dihapuskan keberadaannya dengan tujuan untuk 

menghapus praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Kantor Urusan 

Agama. Namun demikian, praktik Marriage Broker dalam pendelegasian 

pendaftaran nikah masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik 

pendelegasian administrasi nikah di Subang Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji praktik dan aktor pedelegasian administrasi nikah, alasan yang mendasari 

praktik ini masih dilakukan, dan pemahaman masyarakat terkait hukum perkawinan 

yang kaitannya dengan keberadaan Marriage Broker. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 

sosiologi. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yakni, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 

terhadap dua aktor Marriage Broker, tujuh pasangan yang mendelegasikan 

administrasi pernikahannya, dan dua pegawai KUA Bandar Surabaya. Selain 

menggunakan wawancara, penelitian ini juga didasarkan pada data-data sekunder 

berupa karya-karya dalam bentuk buku, tesis, skripsi, dan artikel yang 

mendiskusikan tentang praktik pendelegasian dalam proses pencatatan pernikahan. 

Data-data tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan teori 

internalisasi, teori otoritas, dan teori habitus. 

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, praktik pendelgasian 

administrasi pernikahan dilakukan oleh Marriage Broker yang merupakan dua 

otoritas kharismatik yakni mantan P3N dan mantan Kepala Kampung. Adapun 

praktik pendelegasian ini membutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh para 

pendelegasi administrasi nikah. Kedua, praktik pendelegasian administrasi nikah 

ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, rendahnya pemahaman hukum terhadap 

ketentuan pencatatan perkawinan, anggapan bahwa administrasi pernikahan 

merupakan praktik yang ribet, dan faktor kesibukan pekerjaan. Selain itu, praktik 

ini juga dipengaruhi oleh terlembaganya praktik pendelegasian karena kuatnya 

otoritas Marriage Broker di masyarakat Subang Jaya. Ketiga, secara umum 

masyarakat telah memahami terkait hukum perkawinan terutama pencatatan 

perkawinan dan menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Kesadaran mereka 

direalisasikan melalui praktik pendelegasian kepada Marriage Broker yang 
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berpengalaman. Namun, praktik ini kemungkinan akan berakhir terutama kaitannya 

dengan Marriage Broker yang merupakan mantan P3N. Meskipun pemerintah telah 

melakukan reformasi birokrasi di Kantor Urusan Agama, dimana pencatatan 

pernikahan dilakukan dengan mudah dan tidak dikenakan biaya. Namun, 

masyarakat memilih untuk tetap meminta bantuan dari Marriage Broker untuk 

kemudahan verifikasi berkas nikah di tingkat awal.  

 

Kata kunci: Marriage Broker, Pendelegasian, Administrasi Nikah, Otoritas. 

 

  



vii 
 

ABSTRACT 

 

The Indonesian government requires marriages to be registered, and 

registration is carried out by the State Recorder's Office, which for Muslims is at 

the Religious Affairs Office and for non-Muslims at the Civil Registration Office. 

Although there are specialized officers in the registration of marriages. However, 

there are times when the community gets help from several parties, namely formally 

P3N and other people who are then called Marriage Brokers. In 2015, the existence 

of P3N was abolished to eliminate the practice of Corruption, Collusion, and 

Nepotism (KKN) in the Office of Religious Affairs. However, the Marriage Broker 

practice of delegating marriage registration is still carried out by the community to 

this day. Therefore, the author is interested in conducting research related to the 

practice of delegating marriage administration in Subang Jaya. This study aims to 

examine the practices and actors of marriage administration delegation, the reasons 

underlying this practice, and the community's understanding of marriage law 

concerning the existence of Marriage Brokers. 

This research is a field research with a sociological approach. The research 

data was obtained using several data collection techniques, namely, interviews and 

documentation. Interviews were conducted with two Marriage Broker actors, seven 

couples who delegated their marriage administration, and two KUA Bandar 

Surabaya employees. In addition to using interviews, this research is also based on 

secondary data in the form of works in the form of books, theses, theses, and articles 

that discuss the practice of delegation in the marriage registration process. The data 

are processed qualitatively and analyzed using internalization theory, authority 

theory, and habitus theory. 

This study found that, first, the practice of delegating marriage 

administration is carried out by Marriage Brokers who are two charismatic 

authorities, namely the former P3N and the former Village Head. The practice of 

this delegation requires costs incurred by the delegates of the marriage 

administration. Second, the practice of delegating marriage administration is caused 

by several factors, namely, a low legal understanding of the provisions of marriage 

registration, the assumption that marriage administration is a complicated practice 

and busy work factors. In addition, this practice is also influenced by the 

institutionalization of the practice of delegation due to the strong authority of 

Marriage Brokers in the Subang Jaya community. Third, in general, the community 

has an understanding of marriage law, especially marriage registration, and realizes 

the importance of marriage registration. Their awareness is realized through the 

practice of delegation to experienced Marriage Brokers. However, this practice is 

likely to end especially concerning Marriage Brokers who are former P3Ns. 

Although the government has undertaken bureaucratic reforms at the Office of 
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Religious Affairs, where marriage registration is made easy and free of charge. 

However, people still prefer to seek the assistance of Marriage Brokers for easy 

verification of marriage files at the initial level. 

 

Keywords: Marriage Broker, Delegation, Marriage Administration, Authority. 
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MOTTO 

 

 

إنَِّ عَذاَبِي لَشَدِيد  لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأزِيدَنَّكُمْ وَلئَنِْ كَفرَْتمُْ   

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 

sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” . (Q.S Ibrahim (14): 7) 

 

لاةِ وَإنَِّهَ  بْرِ وَالصَّ ا لَكَبيِرَة  إِلا عَلىَ وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ

 الْخَاشِعِينَ 

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 

(mengerjakan) salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 

berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” (Q.S Al-Baqarah 

(2): 45) 
 

 

~ Awalnya diPaksa, lalu Bisa, Akhirnya Biasa, hasilnya Luar 

Biasa ~ 

~ Mengalir, Menjauh, Menghidupi Sesama ~ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Sunnah سنةّ

 Ditulis ‘Illah علّة

 

C. Ta’ Marbutoh Di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 Ditulis al-Mā’’iddah المائدة

 Ditulis Islāmiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya).   

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h.  

 Ditulis Muqāranah al-Maẓāhib مقارنة المذاهب

 

D. Vokal Pendek 

َ..........  fatḥah Ditulis A 

ِ..........  Kasrah Ditulis I 

ُ..........  ḍammah Ditulis U 
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E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 إستحسان

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fathah + yā’ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

ā 

Unṡā 

3. Kasrah + yā’mati 

 العلواني

ditulis 

ditulis 

ῑ 

al-‘Ālwānῑ 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 علوم

ditulis 

ditulis 

ū 

‘Ulūm 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + yā’mati 

 غيرهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fathah + wāwu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

G.  Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت

 Ditulis la’in syakartum لإن شكرتم

 

H.  Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’an القرآن

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.  

 Ditulis ar-risālah الرسالة
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 ’Ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya  

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diskursus tentang praktik jasa/makelar (selanjutnya disebut Marriage 

Broker) pendaftaran perkawinan telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. 

Namun tidak banyak dari kalangan akademisi menaruh perhatian dan melakukan 

studi terhadap praktik tersebut. Hingga saat ini, studi mengenai Marriage Broker 

termasuk bidang studi yang luput dari perhatian. Padahal, praktik ini sangat dekat 

dan dekat di masyarakat saat terjadi perkawinan.1 

Adanya praktik ini merupakan dampak dari adanya relasi agama dan 

negara.2 Relasi agama dan negara dalam konteks Indonesia, terlihat pada otoritas 

negara yang senantiasa menjalankan peran dan fungsinya dalam memberlakuan 

hukum Islam dalam negara. Hal ini terlihat pada peran negara yang aktif dalam 

mengatur ketentuan perkawinan, ditandai adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Undang-undang 

ini memerintahkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai 

                                                             
1 Berdasarkan penelusuran peneliti, studi tentang marriage broker dalam konteks penelitian 

ini belum pernah dilakukan. Namun, beberapa istilah yang sama pernah digunakan seperti 

“Marriage Broker International”, istilah ini merujuk pada kegiatan biro jodoh lintas negara di 

Amerika Serikat. Istilah lain juga ditemukan adalah “Makelar Nikah Sirri”, istilah ini digunakan 

untuk praktik biro jodoh menikahkan pasangan tanpa melalui KUA/sirri. Sedangkan dalam 

penelitian ini, akan membahas praktik jasa pendaftaran nikah di masyarakat secara resmi terdaftar 

di KUA.  Adapun penjelasan lebih detail akan dibahas dalam kajian literatur.  

2 Relasi agama dan negara (State in Society) dibentuk oleh otoritas negara melalui 

implementasi pada kekuatan aturan formalnya dalam mengatur keagamaan warga negara. Lihat 

Adam White, The Every Day of The State: A State-in-Society Agenda, (US: University of 

Washington Press, 2013), hlm. 3 
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dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan 

menurut perundang-undangan. 

Sehingga, frasa “dicatatkan” ini memicu persepsi jika perkawinan tidak 

dicatatkan maka perkawinan tidak dianggap sah. Hal ini tentu bertentangan dengan 

praktik keabsahan perkawinan di masyarakat yang variatif,3 setidaknya terdapat 

tiga bentuk keabsahan pernikahan, yakni validitas agama,4 hukum5 dan sosial.6 Dari 

tiga validitas ini, validitas hukum menjadi validitas utama dibanding yang lain. Hal 

ini dikarenakan saat validitas hukum dilaksanakan secara otomatis dua validitas 

lainnya (agama dan sosial) akan terpenuhi. Validitas hukum dilaksanakan dengan 

mendaftarkan perkawinan ke Instansi Pemerintah (Kantor Urusan Agama). 

Sehingga negara turut berperan aktif dalam mengatur warga negaranya dalam hal 

pencatatan perkawinan.7 

                                                             
3 Menurut Maufur, praktik kebasahan pernikahan tidak hanya bersifat monolitik melaikan 

beragam variasi sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Muslim. Maufur, “The Logic of Nikah 

Siri: A Case Study of The Brokered Nikah Sirri in Rembang, Pasuruan, East Java,” Thesis, 

Univeristas Gajah Mada, (2014), hlm. vii 

4 Validitas agama yakni pernikahan yang dilakukan secara agama akan tetapi tidak 

terdaftar/registrasi di KUA (nikah sirri). Lihat Eva F.  Nisa,  “The Bureaucratization of Muslim 

Marriage in Indonesia”, Journal  of Law and Religion, Vol. 33:2, (2018). pp 291–309. 

https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28 

5 Validitas hukum yakni pengakuan keabsahan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Validitas ini membuat pernikahan sah secara hukum negara dan 

agama (validitas ganda). John R. Bowen, Shari`a, State, and Social Norms in France and Indonesia, 

(Leiden: ISIM, 2001), hlm. 10. 

6 Validitas sosial, yakni pengakuan masyarakat terhadap keabsahan atau kobolehan antara 

perempuan dan laki-laki untuk tinggal dalam rumah dan hidup Bersama. Lihat Muhammad Latif 

Fauzi, “Aligning Religious Law and State Law: Street-Level Bureaucrats and Muslim Marriage 

Practices in Pasuruan, Indonesia.” Desertation, Leiden University Netherland, (2021), hlm. 5 

7 Adanya Peran aktif Negara dalam hal pencatatan perkawinan tertuang dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan, di antaranya:   UU. No. 22 Tahun 1946, UU. Nomor 32 Tahun 1954, 

UU. No. 1 Tahun 1974, dan KHI. Dirjen Bimas Islam, Pedoman Penghulu, (Jakarta: Kemenag RI, 

2008), hlm. 9. 
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Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) merupakan garda 

terdepan negara dalam urusan pencatatan perkawinan dan direpresentasikan oleh 

Penghulu. Secara histiros, eksistensi dari Penghulu telah ada sejak lama, yakni 

dimulai pada tahun 1947. Instansi yang mengelola pernikahan bagi masyarakat 

muslim ini mengalami mengalami fase, dimana pejabat agama informal di tingkat 

desa dijadikan fungsionaris pernikahan resmi. Pemerintah  mempromosikan para 

pejabat  agama tingkat desa, yaitu Kaum (Modin) menjadi Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR). Pengangkatan P3NTR bertujuan untuk 

membantu pendaftaran pernikahan di tingkat yang lebih tinggi.8 

Guna meningkatkan layanan yang prima, seringkali KUA berhadapan 

dengan persoalan yang cukup kompleks. Persoalan tersebut berkaitan luas area 

kerja KUA dan ditambah dengan persoalan sarana prasarana yang belum memadai. 

Sehingga, dalam hal ini KUA mengangkat mitra kerja yakni Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah (selanjutnya disingkat P3N).9 Pengangkatan ini bertujuan untuk 

mengakomodir wilayah yang sulit terjangkau oleh KUA dan menjadi perpanjangan 

tangan pemerintah dalam menunjang layanan yang prima.10 Akan tetapi, di lain sisi 

peran penting P3N ini sering kali memunculkan masalah yakni terkait biaya 

administrasi perkawinan. Seringkali ditemukan dugaan praktik gratifikasi dan 

melanggar hukum (KKN).  

                                                             
8 Instruksi Menteri  Agama No.  4 Tahun 1947 Kembali Kewajiban Seorang Pencatat 

Perkawinan. 

9 Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 

10 Hikmah Hijriani, “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara,” Ilmu Administrasi Negara, 

Vol. 3:2, (2015). 
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Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama pada tahun 2009 melakukan 

reformasi posisi P3N dengan memerintahkan kantor Kementerian Agama Kab/Kota 

untuk tidak memperpanjang kontrak P3N. Sementara jika benar-benar diperlukan, 

tetap dapat membuat kontrak baru. Sehingga, masyarakat yang hendak menikah 

dapat datang langsung ke KUA tanpa melalui P3N/Modin/Kaum. Puncaknya, 

melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ.II/1 tahun 2015 keberadaan P3N 

terbatas hanya pada wilayah tertentu.11 KUA yang termasuk kriteria D1 dan D2 

tetap menggunakan jasa P3N, sedangkan untuk KUA dengan kriteria A-C tidak lagi 

menggunakan P3N.12  

Meskipun penghapusan P3N telah dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari adanya praktik gratifikasi di lingkungan KUA. Namun, dalam 

pelaksanaanya masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa kendala di lapangan terutama dalam praktik 

pendaftaran nikah di KUA. Kendala tersebut berkisar pada cakupan luas wilayah 

kerja KUA dan kebiasaan masyarakat tempat peraturan berlaku. Pertama, kendala 

yang berkaitan luas wilayah kerja KUA, meskipun keberadaan P3N di KUA dengan 

tipologi D1 dan D2 masih eksis. Namun tidak menutup kemungkinan pada KUA 

dengan tipologi A-C masih memerlukan P3N dikarenakan jarak ke KUA yang 

cukup jauh ditempuh. Sehingga hal ini belum efektif, masyarakat masih merasakan 

                                                             
11 Instruksi  Dirjen  Bimas Islam DJ. II/1/2015 tentang  promosi  P3N. 

12 Kriteria KUA sebagaimana disebutkan diatas bahwa KUA dengan Kriteria A yakni 

jumlah pencatatan perkawinan lebih dari 100 pasangan perbulan, kriteria B rentan 50-100 per bulan 

dan kriteria C dibawah 50 perbulan. Kriteria D1 merupakan KUA di wilayah 3T daratan dan Kriteria 

D1 merupakan KUA di wilayah 3T kepulauan. Lihat di PMA No 46 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan 

Agama Kecamatan. 
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kesulitan untuk datang langsung ke KUA sehingga masyarakat lebih memilih untuk 

mendelegasikan administrasi nikahnya kepada seseorang dengan membayar 

sejumlah uang. 

Kedua, kebiasaan masyarakat lokal yang menjadi suatu tantangan guna 

mempromosikan untuk mendaftarkan pernikahannya secara mandiri ke KUA tanpa 

melalui perantara. Kebiasaan masyarakat lokal yang memiliki ikatan sosiologis 

terhadap sosok mantan P3N dan pihak lain yakni tokoh masyarakat menjadikan 

adanya ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud yakni dalam hal 

pengurusan pendaftaran nikah di KUA. Keadaan ini menyebabkan upaya 

menghindari gratifikasi di tubuh KUA dan mewujudkan kemandirian masyarakat 

agar mendaftarkan pernikahannya sendiri ke KUA menjadi terhambat.  

Sehingga dapat diketahui bahwa kesenjangan ini dapat terlihat dalam 

fenomena praktik “Marriage Broker”13 di Kampung Subang Jaya, Bandar 

Surabaya, Lampung Tengah. Pasalnya, hampir sebagian besar masyarakat memilih 

untuk meminta bantuan kepada Marriage Broker untuk mendaftarkan 

pernikahannya ke KUA dengan berbagai alasan. Adapun detail nya dapat telihat 

dari data dalam tabel berikut: 

 

 

                                                             
13 “Mariagge Broker” adalah istilah yang digunakan peneliti dalam mendefinisikan peran 

seseorang yang memberikan jasa dalam membantu pendaftaran nikah ke KUA dengan memberikan 

sejumlah uang. Istilah ini memang belum familiar digunakan di masyarakat dengan karena lebih 

dikenal dengan istilah “makelar/calo nikah”, akan tetapi istilah ini cenderung negatif karena 

membantu pasangan untuk menikah dengan sirri. 
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Tabel 1: Rekap Data Pengguna Marrige Broker14 

Tahun Jumlah Nikah Pengguna Jasa Persentase 

2019 23 11 47,83% 

2020 17 10 58,82% 

2021 15 13 83,33% 

2022 21 15 71,43% 

Jumlah 76 49 64,47% 

 

Berdasarkan tabel diatas rentang waktu 2019-2022 terdapat 49 pasangan 

(64,47%) yang menggunakan jasa Marriage Broker. Marriage Broker 

mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA dari total dari 76 pasangan yang 

menikah pada rentan waktu tersebut.15 Padahal, jarak dari kampung menuju kantor 

KUA hanya berjarak 4,0 km dengan waktu tempuh 7 menit (menggunakan sepeda 

motor). Adapun praktik ini telah berlangsung sejak lama dan terus dilakasanan 

bahkan dianggap telah membantu masyarakat. Meskipun harus mengeluarkan 

sejumlah uang yang cukup besar. Beberapa alasan yang menjadi faktor praktik ini 

masih berlangsung adalah adanya pemahamaan masyarakat bahwa mendaftar nikah 

di KUA adalah ribet.16 Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan upaya KUA 

dalam mengoptimalkan pelayanan yang berbasis digital. Adapun praktik Marriage 

Broker ini adalah praktik mendelegasikan mantan P3N atau mantan Kepala 

                                                             
14 Data diolah sendiri oleh peneliti berdasarkan data perkawinan dari KUA Bandar 

Surabaya, lalu dikelompokkan hanya perkawinan yang dilaksanakan di Kampung Subang Jaya, lalu 

dilakukan observasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait (Masyarakat,RT,RW, dll). 

15 Data diolah secara langung oleh peneliti dengan merujuk pada jumlah perkawinan pada 

rentan waktu 2020-2021 di KUA Kecamatan Bandar Surabaya.  

16 Wawancara dengan E.K.M, Aan Kurniawan, dan M. Abdul Latif yang mendelegasikan 

pendaftaran nikanya kepada Marriage Broker di Subang Jaya, Bandar Surabaya, Lampung Tengah, 

tanggal 05 September 2023. 
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Kampung untuk mendaftaran pernikahan ke KUA dengan memberikan imbalan 

atas jasa berdasarkan kesepakatan. 

Berdasarkan praktik di lapangan, Marriage Broker melaksanakan perannya 

dengan dua pola, yakni; pertama, menunggu masyarakat mendatangi kediamannya 

untuk meminta bantuan. Kedua, jemput bola, yakni dengan mendatangi langsung 

rumah pasangan yang hendak menikah.17 Kehadiran Marriage Broker dianggap 

sering memberikan kemudahan namun di sisi lain juga memberikan kesan negatif, 

karena terkadang menerapkan tarif yang melebihi tarif normal di KUA. Namun hal 

ini sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan, sering kali meraka menemukan solusi 

pragmatis untuk berbagai masalah perkawinan di masyarakat. Keberadaan 

Marriage Broker di tengah masyarakat menjadi suatu kebiasaan (habitus sosial) 

serta memiliki landasan sosiologis yang kuat. Hal ini dikarenakan eksistensi dan 

kewibawaannya di tengah masyarakat yang sangat erat. 

Berangkat dari realitas di atas, praktik ini menarik untuk dikaji mengingat 

dari sisi ketentuan hukum. Selain itu, Kementerian Agama juga telah melakukan 

upaya revitalisasi dan reformasi birokrasi dimana pendaftaran perkawinan dapat 

dilakukan dengan mudah dan menekan biaya pernikahan. Akan tetapi masih adanya 

praktik Marriage Broker yang menimbulkan biaya yang lebih meskipun 

perkawinan dilakukan di KUA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat 

sejauh mana praktik pendelegasian pendaftaran nikah ini dilakukan dan alasan 

                                                             
17 Dalam hal ini penulis telah mengamati sejak lama (lebih dari 5 tahun) praktik Marriage 

Broker yang dilaksanakan dengan dua metode. 
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mengapa masyarakat masih cenderung melakukan praktik ini di Subang Jaya, 

Kecamatan Subang Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tercantum pada latar belakang, penulis 

menyusun rumusan masalah sebagaimana berikut: 

1. Bagimana praktik pendelegasian dilakukan oleh pasangan kepada Marriage 

Broker di Subang Jaya, Kecamatan Subang Jaya, Kabupaten Lampung 

Tengah? 

2. Mengapa masyarakat masih menggunakan jasa Marriage Broker dalam 

menyelesaikan administrasi pernikahnya di Subang Jaya, Kecamatan Subang 

Jaya, Kabupaten Lampung Tengah? 

3. Sejauhmana masyarakat memahami administrasi perkawinan dan 

pandangannya terhadap Marriage Broker?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memahami praktik pendelegasian administrasi nikah oleh calon pengantin 

kepada marriage broker di Subang Jaya, Kecamatan Subang Jaya, Kabupaten 

Lampung Tengah. 

2. Memahami alasan masyarakat masih menggunakan jasa marriage broker 

dalam menyelesaikan administrasi pernikahnya. 

3. Memahami sejauhmana masyarakat memahami administrasi perkawinan dan 

pandanganya terhadap Marriage Broker.  
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Sehingga, apabila tujuan dari penelitian ini tercapai maka kegunaan 

penelitian pun akan berbanding lurus. Penelitian ini secara teoritis dan secara 

praktis akan bermanfaat sebagaimana berikut: 

1. Kegunaan teroritis dari penelitian, penelitian ini akan berkontribusi dan 

mengembangkan ilmu pengetahun khususnya dalam kajian bidang studi 

hukum keluarga. Adapaun kegunaan ini dapat berguna baik dalam tataran 

normatif dan juga empiris. 

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan memberikan 

gambaran secara konkrit. Gamabaran ini meliputi alasan mengenai praktik 

pendelegasian administrasi nikah yang dilakukan oleh masyarakat. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang Marriage Broker dan praktiknya dalam pendelagasian 

administrasi nikah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian 

tersebut dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Sejauh telaah yang 

dilakukan oleh penulis guna menunjukan peta kajian terdahulu. Agar mudah 

dipahami, penulis mengelompokan hasil pencarian literatur dengan membagi dua 

kelompok penelitian; Pertama, penggunaan istilah Marriage Broker. Kedua, 

kesamaan praktik pendelegasian administrasi nikah. 

Kelompok pertama, penggunaan istilah Marriage Broker atau sejenisnya, 

hasil pencarian literatur menemukan beberapa penelitian yang menyebutkan broker 

dalam perkawinan. Penelitian ini dilakukan oleh Maufur, ia menggunakan istilah 

Brokered Marriage dalam praktik pernikahan sirri yang diperantarai oleh jaringan 
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masyarakat lokal (kiyai) di Jawa Timur.18 Selain itu, dalam kelompok ini terdapat 

penelitian lain yang memaparkan praktik broker/makelar dalam perkawinan seperti 

Sukaryanto,19 Avisena dkk,20 Aulia Fitriany, Izzatul Fajriyah.21 Akan tetapi, 

penelitian-penelitian tersebut tidak menyebutan Marriage Broker melainkan 

menggunakan istiah makelar nikah. Praktiknya makelar nikah disini lebih kepada 

membantu pasangan untuk menikah dengan cara sirri atau kawin kontrak. Sehingga 

penelitian diatas tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan, karena dalam 

penelitian ini akan membahas praktik Marriage Broker dalam pernikahan yang sah 

(agama dan negara). 

Kelompok kedua, yakni kesamaan praktik pendelegasian administrasi 

nikah. Adapun dalam kelompok ini yakni adanya jasa dari pendelegasian 

pendaftaran nikah yang dilakukan mantan P3N. Adapun penelitian dalam kelompok 

ini dilakukan oleh Muchammad Iqbalul Fauzi22 dan Ilmiati dan Uswatun Hasanah.23 

                                                             
18 Penelitian yang dilakukan oleh Maufur, dilakukan dalam dua penelitian dengan tema 

yang sama, pertama membahas praktik pernikahan sirri yang diperantarai oleh jaringan masyarakat 

lokal (kiyai) di Jawa Timur. Lihat Maufur, Brokered Marriage: A Case Study on Informal Marriage 

(Nikah Sirri) in East Java, Indonesia, (London: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011). Dan 

yang kedua,  membahas tentang alasan masyarakat Rembang dalam praktik nikah siri. Pernikahan 

diperantarai oleh jaringan yang terdiri dari kyaenah (pengakad), makelar, informan, dan perangkat 

desa. Praktik ini banyak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Lihat 

Maufur, “The Logic of Nikah Siri: A Case Study of The Brokered Nikah Sirri in Rembang, 

Pasuruan, East Java”, Thesis, Univeristas Gajah Mada, (2014). 

19 Sukaryanto, "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender", Jurnal 

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 23:1, (2010). 

20 Avisena Aulia Anita, dkk, "Perkawinan Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang 

Kabupaten Pasuruan", Notaire, Vol. 1:2, (2018). 

21 Aulia Fitriany dan Izzatul Fajriyah, "Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat 

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan", Jurnal Edukasi, Vol. 1:2, (2015). 

22 Muchammad Iqbalul Fauzi, “Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham. (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Candi Kabupaten 

Sidoarjo),” Tesis, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020). 

23 Ilmiati dan Uswatun Hasanah, “Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

(P3N) Dalam Urusan Pernikahan,” ISTIQRA: Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 5:1, (Juni 2017). 
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Muchammad Iqbalul Fauzi mengamati peran P3N di KUA Candi setalah adanya 

Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 2015 dalam persfektif teori Utility. Adanya 

Modin sebagai pembantu PPN memiliki peran yang sangat penting, karena Modin 

berperan aktif dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Masyarakat percaya 

terhadap modin dan juga menganggap jika modin memiliki pengetahuan yang lebih 

dalam hal administrasi pernikahan sehingga masyarakat (calon pengantin) memilih 

untuk meminta bantuan kepada Modin dalam mengurusi administrasi 

perkawinannya.24 

Sedangkan Ilmiati dan Uswatun Hasanah dalam penelitiannya mengkaji 

bagimana peran dari P3N terhadap adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 

2015. Melalui Instruksi tersebut, tugas dari P3N telah ditiadakan sehingga urusan 

perkawinan menjadi tanggung jawab penuh dari KUA. Akan tetapi fakta di 

lapangan, masyarakat tetap menggunakan P3N untuk membantu urusan 

perkawinan, serta P3N juga menghadiri dan bahkan memimpin prosesi pernikahan 

ketika mendapat tugas dari kepala KUA.25 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas, meskipun 

memiliki topik yang sama baik secara istilah dan substansi, hanya saja terdapat 

perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang mendekati dengan 

penelitian ini yakni dilakukan oleh Muchammad Iqbalul Fauzi dan Ilmiati dan 

Uswatun Hasanah. 

                                                             
24 Muchammad Iqbalul Fauzi, “Peran Modin Sebagai…, 

25 Ilmiati dan Uswatun Hasanah, “Kedudukan dan Peran Pembantu…,  
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Muchammad Iqbalul Fauzi secara metodologis membahas praktik Modin 

dalam mengurusi pendaftaran nikah di KUA dengan menggunakan Teori Utility 

Jeremy Bentham. Sedangkan Ilmiati dan Uswatun Hasanah menjelaskan peran dari 

P3N dalam membantu urusan perkawinan secara metodologis. Oleh karenanya, 

dalam penelitian ini akan lebih mengkaji secara lebih luas bagimana praktik 

pendelegasian administrasi nikah oleh Marriage Broker di masyarakat. Slain tiu, 

penelitian ini mengkaji alasan mesyarakat menggunakan jasa Marriage Broker 

dengan menggunakan teori Internalisasi, teori Otoritas dari Max Waber dan teori 

Habitus dari Piere Boudeu. 

E. Kerangka Teoretik 

Sebagaimana diketahui, adanya relasi agama dan negara terlihat pada otoritas 

negara yang senantiasa menjalankan peran dan fungsinya dalam memberlakuan 

hukum Islam dalam negara. Hal ini terlihat pada peran negara yang berperan aktif 

dalam mengatur ketentuan perkawinan yang ditandai adanya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya Undang-undang tersebut 

memerintahkan setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan 

kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan. 

Berkaitan dengan praktik pendelegasian administrasi nikah oleh Marriage 

Broker, praktik ini dipengaruhi oleh adanya eksistensi dari aktor Marriage Broker 

yakni mantan P3N dan mantan Kepala Kampung. Eksistensi dari aktor tersebut 

dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya,26 karena dianggap sebagai tokoh 

                                                             
26 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis: Counter 

Legal Draft Kompilasi Hukum islam yang Kontroversial, Cet 1, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 

38. 
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agama dan tokoh masyarakat.27 Menurut Yuniardi, kehadiran P3N memiliki peran 

yang fungsi yang penting dalam pelayanan nikah dan rujuk serta pelaksanaannya 

tidak terlepas dari keberadaan P3N.28 

Selanjutnya eksistensi dari mantan Kepala Kampung yang juga berperan 

menjadi perantara perkawinan (Marriage Broker) dalam proses administrasi 

perkawinan. Seringkali mantan Kepala Kampung dianggap sebagai tokoh 

masyarakat karena peran dan pengetahuannya dalam hal adminsitrasi baik di desa 

maupun administrasi perkawinan. Menurut Mufliha Wijayati, pada daerah 

pedesaan, peran tokoh desa (kepala desa) sering terlibat dalam praktik 

pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa mantan Kepala Kampug sebagai 

tokoh yang memiliki peran dan wawasan yang lebih.29 

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, digunakan tiga 

teori; pertama teori internasliasai hukum untuk membedah pemahaman masyarakat 

terkait hukum perkawinan. Teori kedua yakni otoritas karismatik digunakan untuk 

melihat eksistensi dari adanya aktor Marriage Broker. Teori ketiga teori habitus 

digunakan untuk membedah alasan masyarakat mendelagasikan administrasi 

nikahnya ke Marriage Broker. Adapun skema kerangka teoretik dalam penelitian 

ini sebagaimana berikut: 

                                                             
27 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modernm, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), hlm. 27   

28 Harry Yuniardi, “Pola Manajemen Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di 

Indonesia: Contoh dari Bandung, Jawa Barat,” Indonesian Journal of Law and Economics Review, 

Vol. 2:2, (2019), hlm.7 https://doi.org/10.21070/ijler.2019.V2.29  

29 Mufliha Wijayati, dkk, “Justice Brokers: Women’s Experiences with Injustice and 

Dependence in The Divorce Process,” Cogent Social Sciences, Vol. 7:1, (2021), hlm. 3. DOI: 

10.1080/23311886.2021.1966208     

https://doi.org/10.21070/ijler.2019.V2.29
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Gambar 1: Bagan/Skema Kerangka Teoretik Penelitian 

1. Teori Internasliasai 

Internaliasai merupakan penghayatan terhadap suatu doktrin, ajaran, 

peraturan yang secara mendalam melalui adanya bimbingan dan pengajaran.30 Lalu 

penghayatan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam sikap dan tindakan.31 

Sedangkan menurut Peter L. Berger, internalisasi merupakan suatu pemahaman 

terhadap dunia sebagai sesuatu yang memiliki makna dan kenyataan.32 Sehingga 

                                                             
30 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 439. 

31 Kamus Ilmuah Populer, Dahlan, et. al., (Yogyakarta: Arkola, 1994), hlm. 267. 

32 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang 

Sosiologi Pengetahuan, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 177. 
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internalisasi dapat disebut sebuah proses dalam memasukan pengetahuan dan 

keterampilan kedalam diri individu. 

Proses internalisasi dilakukan dengan penerimaan serangkaian norma dari 

orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu.33 Setalah melalui proses 

tersebut maka akan membentuk kesadaran. Dalam konteks hukum, internalisasi 

merupakan penerimaan dan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan 

sehingga membentuk kesadaran hukum. Menurut Soekanto, terdapat empat 

indikator dari kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi 

tahapan berikutnya yaitu: 1) Pengetahuan hukum, 2) Pemahaman hukum, 3) Sikap 

hukum, 4) Pola perilaku hukum. 34 

Pengetahuan hukum merupakan pemahaman seseorang terhadap perilaku 

tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berkaitan dengan perbuatan yang 

dilarang atau perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya masyarakat 

pada umumnya mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan sebagainya dilarang 

oleh hukum. Pemahaman hukum dalam pengertian ini mengacu pada banyaknya 

informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan perundang-undangan 

tertentu. Sikap hukum adalah kecenderungan menerima hukum karena dipandang 

berguna atau menguntungkan jika ditaati. Kesadaran hukum terutama tentang pola 

                                                             
33 Marmawi Rais‚ “Internalisasi Nilai Integrasi Untuk Menciptakan Keharmonisan 

Hubungan Antar Etnik”, Disertasi, UPI Bandung, (2012), hlm. 10. 

34 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta, CV. Rajawali: 

1982). 
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perilaku hukum, karena dari sini kita dapat melihat apakah suatu peraturan dapat 

diterapkan di masyarakat.35 

Berikut gambaran skema proses internalisasi pada masyarakat yang 

mendelegasikan administrasi pernikahannya kepada Marriage Broker. 

Gambar 2: Bagan/Skema Teoretik Teori Internaslisasi dalam Penelitian 

 

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pendelgasian administrasi nikah yang 

dilakukan oleh Marriage Broker. Seseorang atau calon pengantin akan mengalami 

internalisasi hukum perkawinan melalui lingkungan sekitarnya, misalnya; orang 

tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Calon pengantin memiliki kesadaran untuk 

melakukan pernikahannya secara resmi dan tercatat oleh negara karena sadar 

pentingnya untuk mendapatkan status tersebut, meskipun adanya kesadaran 

tersebut tidak diiringi oleh pemahaman yang mendalam terkait hukum perkawinan. 

 

                                                             
35 H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, (Bandung: 

PT Alumni, 2008), hlm. 56. 
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2. Teori Otoritas 

Adanya praktik pendelegasian administrasi nikah dipengaruhi oleh adanya 

otoritas dari Marriage Broker. Otoritas merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain berdasarkan kuasanya. Teori otoritas digunakan untuk 

melihat eksistensi dari Marriage Broker yang menjadi rujukan dalam urusan 

perkawinan. Ciri khas dari otoritas yakni adanya sistem kepercayaan yang 

menjelaskan suatu pelaksanaan yang berasal dari kontrol sosial yang sah.36 Teori 

Otoritas menurut Max Weber diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik yakni; 

charismatic authority, traditional authority, dan rational legal authority.37 

Sebagaimana dalam penelitian ini, yang digunakan adalah otoritas 

karismatik. Menurut Weber, “charisma” diartikan sebagai sebuah kualitas 

individual seseorang.38 Otoritas yang dikuatkan oleh kharisma bersandar pada 

keyakinan pengikutnya terhadap sikap luar biasa, teladan atau kemampuannya.39 

Otoritas ini berasal dari legitimasi yang muncul berdasarkan kemampuan pribadi 

yang luar biasa sehingga munculnya ketergantungan terhadap seseorang tersebut.40 

Dimana hal ini bertentangan dengan otoritas rasional dan terutama otoritas legal.41 

Weber memaknai otoritas kharismatik ini sebagai suatu tipe yang keabsahannya 

                                                             
36 Peter M. Blau, "Critical Remarks on Weber's Theory of Authority", The American Political 

Science Review, Vol. 57:2, (1963), https://www.jstor.org/stable/1952824 
37 Lun Du. "“Legitimate Authority” in the Chinese Tradition: Ethics-Politics" International 

Confucian Studies, Vol. 1:1 (2022): 81-95. https://doi.org/10.1515/icos-2022-2010 

38 Max Weber, The Theory of Social and Economic…, hlm. 358. 

39 George Ritzer, Sociological Theory, (New York: MC Graw Hill, 2008), hlm. 220. 

40 Max Weber, The Theory of Social and Economic…, hlm. 324. 

41 Paul M. Harrison, "Weber's Categories of Authority and Voluntary Associations", 

American Sociological Review, Vol. 25:2, (1960). https://www.jstor.org/stable/2092628 

https://doi.org/10.1515/icos-2022-2010
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didasarkan pada pengakuan terhadap kualitas istimewa individu bukan karena 

legalitasnya atau tradisi, melainkan disebabkan oleh kharisma dari individu 

tersebut.42 

Berdasakan teori otoritas tersebut, kehadiran Marriage Broker tentunya 

berkaitan dengan adanya otoritas kharismatik yang dimiliki. Hal ini tersebut 

dikarenakan Marriage Broker secara struktural tidak memiliki jabatan tertentu di 

masyarakat. Namun, keduanya masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

masyarakat. 

Hal ini sebagaimana dikutip Euis Nurlaelawati, dalam masyarakat lokal, 

peran pemimpin keagamaan dilakukan oleh pemimpin karismatik. Dalam 

masyarakat modern, peran kepemimpinan telah berubah dari pemimpin karismatik 

menjadi pejabat hukum yang lebih sistematis, rasional, legal dan independen.43 

Sehingga dalam penelitian ini, Marriage Broker merepresentasikan kepemimpinan 

karismatik dari para pelaku yang terbentuk sejak lama berdasarkan tingkat 

pengalaman dan pengetahuannya. 

3. Teori Habitus 

Menurut Bourdieu, habitus merupakan sistem disposisi yang terus berubah 

dan berlangsung sejak lama yang merupakan kombinasi dari struktur objektif dan 

personal individu. Pada kontek kebanyakan kasus tertentu, habitus dipandang dan 

                                                             
42 Ayub Ranoh, Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan 

Kharismatis Sukarno, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), hlm. 53. 

43 Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam 

and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts, (Dutch: Amsterdam University Press, 2010), 

hlm. 22. 
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berkerja pada keadaan dibawah sadar.44 Habitus merupakan hasil dari 

internalisasi,45  dan sekaligus diimplementasikan.46 Selanjutnya, Modal, secara luas 

diartikan faktor-faktor yang terdiri dari beberapa hal yang dimana tidak bisa 

disentuh. Modal menurut Bourdeu terdiri dari modal sosial, budaya ekonomi dan 

simbolik mempertahankan suatu perbedaan dan mendominasi.47  Ranah atau medan 

merupakan ruang (semesta sosial) dimana agena atau aktor bersaing.48 

Sehingga, saat ketiganya (habitus, modal, ranah) saling berkaitan menjadi 

satu, secara langsung akan melahirkan suatu praktik. Teori ini digunakan untuk 

melihat praktik sosial budaya yang terjadi di masyarakat, Pierre Bourdeu 

memberikan tawaran kerangka konseptual sebagai berikut: (Habitus X Modal) + 

Ranah = Praktik.  Melalui kerangka ini, Bourdeu ingin menyelarasakn unsur 

subjektif dengan objektif, agan dan struktur serta juga individu dengan masyarakat. 

Selanjutnya, penelitian ini guna memahami praktik pendelegasian 

pendaftaran nikah oleh aktor perantara perkawinan (Marriage Broker) di Kampung 

Subang Jaya dengan mengintegrasikan teori habitus. Maka akan didapatkan 

rumusan; Habitus membuat penyesuaian antara agensi dan struktur, diwakili oleh 

perantara perkawinan (Marriage Broker) yakni mantan P3N dan mantan Kepala 

                                                             
44 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice (London: Cambridge University Press, 

1977), hlm. 71. 

45 Fauzi Fashri, Pierre Boudieu: Menyingkap Kuasa Simbol. (Yogyakarta: Jalasutra, 2014). 

46 Pierre Boudieu, Distinctions: A Social Critique of the Judgment of Taste (Cambridge: 

Harvard University Press, 1984), hlm. 486. 

47 Richard Harker, dkk., (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling 

Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, Terj. Pipit Maizier Pentj, (Yogyakarta: Jalasutra, 

2009). 

48 Mangihut Siregar, “Teori Gado-gado Pierre-Felix Bourdeu,” Jurnal Studi Kultural, Vol. 

1:2, (2016), hlm. 81. 
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Kampung. Modal terdiri dari modal sosial, budaya, ekonomi dan simbolik yang 

masing-masing dimiliki oleh habitus. Ranah, merepresentasikan medan atau arena 

kewenangan penyelenggaraan dari sutau perkawinan. Sehingga saat (habitus, 

modal ranah) berkumpul dan menjadi satu, akan memberikan pencerahan terkait 

eksistensi-relasi antara aktor perantara perkawinan dan masyarakat. Sehingga dari 

konsep tersebut dapat dilihat sebagaimana diagram berikut: 

 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini secara keseluruahan tergolong pada scope penelitian hukum 

Islam dan pranata sosial. Penelitian difokuskan terhadap kajian pranata sosial 

dimana sasarannya adalah hukum Islam yang menjadi gejala sosial.49 Wilayah 

                                                             
49 Pranata sosial diartikan sebagi sekumpulan aturan/ norma yang dijadikan sebagai patokan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam interaksi sosial. Cik Hasan Bisri, Pilarpilar 

Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 56 

Gambar 3: Bagan/Skema Teoretik Penelitian (adopsi teroi Boudeu) 
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dalam penelitian ini, secara substansi berbanding lurus dengan jenis penelitian 

hukum sosiologis. Hal ini terlihat dari adanya pengumpulan data secara etnografis 

yang berkaitan dengan fenomena marriage broker dalam praktik pendelegasian 

administrasi nikah ke KUA di Subang Jaya. 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian, sehingga diperlukan metode 

penelitian yang sistematis agar peneltian dapat berlajan rapi, dipahami secara runtut 

dan jelas. 

1. Jenis Penelitian 

Penelititan ini merupakan penelitian ilmu sosial dengan melakukan 

penelitian dengan menelaah dan memahami sikap masyarakat. penelitian dilakukan 

dengan langsung dating lokasi guna mencari informasi dan mengumpukan data 

yang diperlukan.50 Penelitian ini dilakukan secara langsung kelokasi penelitian 

yakni Kampung Subang Jaya, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung 

Tengah yang merupakan lokasi penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Deskriptif-analitis merupakan sifat dari penelitian ini. Penelitian dilakukan 

dengan sistematis, terukur dan akurat.51 Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan 

menguraikan hasil dari data yang didapatkan di lapangan. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan adanya eksistensi Marriage Broker yang membentuk praktik jasa 

pendafatran nikah di masyarakat. Selanjutnya penelitian ini mendeskripsikan relasi 

                                                             
50 Lexy J.Moleing, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm. 5. 

51 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 

75. 
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Marriage Broker dan masyarakat yang terbentuk. Sehingga berdasarkan data yang 

terkumpul lalu disajikan berupa tulisan atau laporan penelitian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan sosiologis-empiris menjadi pendekatan dalam penelitian ini. 

Adanya praktik sosial dimasyarakat yang terjadi secara terus menerus sehingga 

menimbulkan eksistensi-relasi marriage broker dengan masyarakat. Sehingga 

melalui pendekatan ini, secara sosiologis akan diketahui makna dan motif dari 

adanya fenomena marriage broker dalam praktik jasa pendaftaran nikah 

dimasyarakat. 

4. Sumber Data 

Pada penelitian ini, data kumpulkan dengan bersumber dari sumber primer 

dan sekunder. Namun sebelum itu, secara praktis penelitian ini diawali dengan 

menetapkan sumber data dengan teknik purposive sample.52 Kemudian sumber 

tersebut terbagi kedalam dua jenis, yakni; 

a. Data primer/utama, data tersebut didapatkan secara langsung dari 

narasumber di lapangan.53 Dalam konteks penelitian ini, informasi yang 

didapatkan melalui wawancara dengan para narasumber yang terlibat 

dalam praktik pendelegasian administrasi nikah. Narasumber tersebut 

yakni Marriage Broker (dalam hal ini mantan P3N dan mantan Kepala 

                                                             
52 Purposive sample atau dengan kata lain sampel bertujuan, yakni teknik dalam 

menetapkan sumber-sumber penelitian, dimana teknik ini diawali dengan adanya rancangan sample, 

lalu sampel dipilih dengan berurutan. Lexy J.Moleing, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 244. 

53 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 

143. 
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Kampung) dan masyarakat (yang mendelegasikan) di Kampung Subang 

Jaya serta pegawai KUA Bandar Surabaya. 

b. Data sekunder, data penunjang dari suatu penelitian diperoleh dari 

literatur-literatur terkait seperti buku artikel jurnal dan peraturan 

perudang-undangan.54 Dalam konteks ini, data sekunder diambil dari 

beberapa literatur yang berkaitan dengan sejarah kepenghuluan dan teori 

habitus yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendukung penelitian, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga 

macam teknik, yakni: 

a. Observasi  

Salah satu cara dalam menghimpun data, dimana observasi dilaksanakan 

secara terjun langsung di masyarakat sebagai objek dari penelitian.55 Sehingga 

konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan melihat, mengamati dan 

memahami secara langsung praktik marriage broker di masyarakat. 

b. Wawancara 

Salah satu teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara. Wawancara akan dilakukan dengan para narasumber yang 

terdiri dari mariage beroker, pasangan yang mendelegasikan administrasi 

pernikahan dan petugas KUA. Wawancara dengan marriage broker akan 

                                                             
54 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), 

hlm. 132. 

55 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), hlm. 143. 
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dilaksanakan dengan dua orang terdiri dari mantan P3N dan mantan Kepala 

Kampung. Sedangkan wawancara juga akan dilakukan dengan 7 pasangan yang 

mendelegasikan administrasi nikah ke marriage broker serta dua orang petugas dari 

KUA. 

Wawancara akan ditekankan pada praktik dan motif dari adanya jasa 

pendelegasian administrasi pernikahan. Wawancara akan dilakukan dengan teknik 

wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara ini dinilai cocok dan relevan 

dengan penelitian ini dikarenakan peneliti dan narasumber lebih bebas dalam 

memberikan dan menjawab pertanyaan. 56 Dan jika kemudian diperlukan, penelitian 

ini juga melakukan wawancara kepada pasangan yang tidak menggunakan jasa 

marriage broker sebagai data tambahan. 

c. Dokumentasi 

Langkah selanjutnya dalam mengumpulkan data penelitian adalah 

dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data terkait jumlah perkawianan 

di KUA dan juga beberapa literatur terkait.57 

6. Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun dan 

menyederhanakan data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar mudah 

dibaca dan dipahami. Data yang telah diperoleh lalu diolah dan menjabarkan dalam 

bab tiga dengan menggunakan beberapa konsep sehingga dapat menghasilkan suatu 

                                                             
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2019), hlm. 233. 

57 Ibid, hlm. 240 
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kesimpulan.58 Analisis data dilakukan dengan bertahap, diawali dengan identifikasi 

masalah, pengelompokan data. Selanjutnya interprestasi data menggunakan metode 

kualitatif dan bersifat deduktif.59 Sehingga dapat dapat ditarik secara generalisasi 

dan menghasilkan suatu kesimpulan.60 

G. Sistematika Pembahasan 

Susunan atau kerangka dalam sebuah penelitian dibuat untuk membantu 

peneliti dalam mengkonstruksi penelitian menjadi efektif. Sehingga, pada 

penelitian ini, susnan atau sistematika dibagi menjadi lima bab pembahasan, 

dimana bab-bab disusun dengan sistematis dan saling berikaitan. 

Bab pertama memuat alasan mengapa penelitian ini menarik untuk 

dilakukan. Selain itu, bab pertama juga menyediakan permasalahan yang disusun 

dalam rumusan masalah yang terdiri dari dua pertanyaan penelitian. Pada bab ini 

juga akan dipaparkan tujuan dan manfaat serta kegunaan penelitian. Telaah pustaka 

juga akan dipaparkan dalam bab ini sebagai penegas dari kebaruan penelitian ini. 

Selanjutnya akan dilengkapi dengan pemaparan teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini sebagai pisau analisis serta terakhir adalah penyajian sistematika 

pembahasan. 

Selanjutnya, bab kedua merupakan bab dimana penulis akan menjelaskan 

tentang konsepsi instansi kepenghuluan di Indoensia meliputi definisi, sejarah, dan 

tugas-tugasnya. Selain itu dalam bab ini akan menjelaskan teori perbuatan yang 

                                                             
58 Ibid., hlm. 244. 

59 Sutrisno Hadi, Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan 

Disertasi Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 70. 

60 Ibid., hlm. 40.  
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telah menjadi kebiasaan (habit) yang didorong oleh modal-modal, serta 

menjelaskan mengenai otoritas hukum yang terbentuk. 

Bab ketiga menjabarkan tentang demografi masyarakat kampung Subang 

Jaya secara singkat. Sejanjutnya membahas praktik pendelagasian Marriage Broker 

dalam administrasi perkawinan meliputi aktor yang mendelegasikan, penerima 

delagasi, dan mekanismenya dari proses awal sampai akhir. 

Pada bab keempat, merupakan lanjutkan pembahasan dari data yang telah 

diperoleh. Analisis pertama dilakukan dengan membahas pemahaman masyarakat 

terhadap administrasi perkawinan. Selanjutnya, pemaparan pandangan masyarakat 

terhadap Marriage Broker. Selain itu, adanya pemaparan alasan praktik 

pendelegasian di masyarakat telah melembaga bahkan menjadi suatu hal yang 

biasa, 

Bab kelima yang merupakan terakhir atau penutup menyajikan temuan-

temuan penting dalam penelitian ini berupa kesimpulan dan rekomendasi. 

Kesimpulan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan peneltian. Sedangkan, 

rekomendasi memberikan saran baik dari segi keberlanjutan penelitian atau pun 

kebijakan untuk para peneliti, masyarakat, dan juga instansi terkait. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

Pada bab ini, merupakan bagian akhir dari pembahasan dari penelitian. 

Pada bab ini akan dipaparkan berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dan 

temuan penting dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada bab ini akan dipaparkan 

juga saran dari penulis sebagai tindak lanjut dari penelitian. Adapun saran yang 

dimaksud adalah rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dan juga saran bagi 

pemangku kebijakan. 

A.  Kesimpulan 

Secara umum tesis ini membahas mengenai praktik pendelegasian 

administrasi nikah yang dilakukan oleh aktor Marriage Broker. Praktik ini telah 

berlangsung sejak lama dan dianggap menjadi suatu kebiasaan. Penelitian ini 

berangkat dari tiga pokok pembahasan yakni; Praktik pendelegasian administrasi 

nikah. Alasan masyarakat mendelegasikan administrasi nikahnya kepada Marriage 

Broker. Pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan pandangan 

mereka terhadap Marriage Broker. 

1. Istilah Mariage Broker merujuk pada praktik pendelegasian administrasi nikah 

ke KUA. Pendelegasian ini diberikan oleh calon pengantin kepada Marriage 

Broker mendaftarkan pernikahnya dengan mengeluarkan sejumlah uang. 

Praktik pendelegasian ini dilakukan oleh dua aktor utama yakni Mantan P3N 

dan mantan Kepala Kampung. Kedua aktor ini memiliki otoritas yang 
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diberikan oleh masyarakat atas kharisma dan kemampuannya (fungsi) dalam 

urusan perkawinan. Adapun pendelegasian diawali dengan penyampaian 

kehendak dan melengkapi berkas kepada Marriage Broker. Adapun biaya yang 

dikeluarkan veriatif berkisar 1 juta sampai 1,2 juta. Besaran biaya tersebut tidak 

menjadi masalah apabila semua urusan dapat diselesaikan. Selain itu, praktik 

ini merupakan praktik yang positif karena kehadiran Marriage Broker secara 

tidak langsung berdampak pada banyaknya jumlah pernikahan yang dicatatkan. 

2. Terdapat beberapa alasan masyarakat mendelegasikan administrasi 

pernikahannya. Alasan yang paling mendasar adalah rendahnya pemahaman 

terhadap hukum perkawinan dan faktor lain. Meskipun masyarakat memilih 

menikah secara negara, akan tetapi masyarakat tidak memahami prosedur 

pendaftaran nikah. Rendahnya pemahaman ini juga disebabkan karena 

rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya, alasan lain yakni menganggap 

administrasi nikah yang ribet dan alasan pekerjaan. Selain itu, praktik 

pendelegasian ini dipengaruhi oleh adanya relasi kuasa dari Marriage Broker. 

Relasi ini disebabkan oleh pengetahuannya terhadap ketentuan hukum 

perkawinan. Dimana pengetahuan akan memproduksi kuasa dan begitu 

sebaliknya. 

3. Secara umum masyarakat telah memahami hukum perkawinan dengan 

mencatatkan perkawinannya. Meksipun, pemahaman ini tidak diiringi dengan 

pengetahuan terhadap administrasi perkawinansehingga memilih untuk 

mendelegasikan administrasi perkawinannya. Meskipun demikian masyarakat 

tidak meyakini bahwa pendelegasian merupakan bagian dari hukum 
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perkawinan. Melainkan masyarakat menganggap pendelegasian hanya sebatas 

jasa penyelesaikan administrasi nikah. Selain itu, masyarakat memadang 

bahwa Marriage Broker adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

mampu menyelesaikan setiap permasalahan perkawinan. Sehingga dianggap 

sebagai tokoh sentral dalam urusan perkawinan. Namun demikian, keberadaan 

Marriage Broker ini tidak terlepas dari pengakuan masyarakat. Pengakuan ini 

didasarkan atas fungsinya dalam urusan perkawinan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan peran tersebut dapat digantikan oleh aktor lain namun dengan 

latar belakang yang berbeda. 

4. Sementara itu, pelembagaan praktik pendelegasian ini didukung dengan 

adanya habitus yang semakin menguatkan otoritas Marraige Broker di 

masyarakat. Otoritas ini secara alamiah diberikan oleh masyarakat berdasarkan 

kharisma ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh aktor Marriage Broker. 

Sehingga kondisi ini, mengakibatkan adanya ketergantungan masyarakatat 

terhadap aktor Marriage Broker. Meskipun demikian, keberadaan Marriage 

Broker tidak terlepas dari adanya reformasi birokrasi di KUA. Keberadaan 

Marriage Broker juga seringkali membantu KUA dalam memverfikasi berkas-

berkas administrasi nikah di tingkat pertama. 

B. Saran 

Untuk mengakhiri tesis ini, setelah melalui pembahasan yang cukup 

Panjang. Oleh karena itu, penulis merasa perlu adanya saran bagi seluruh pihak 

yang terlibat dalam praktik ini. Adapun saran tersebut yakni: 
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Terhadap masyarakat, adanya praktik pendelgasian ini memang 

memberikan makna positif dikarenakan masyarakat mencatatkan perkawinannya. 

Akan tetapi sisi negatifnya adalah masih rendahnya pengetahuan prosedur 

pendaftaran pernikahan. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi 

masyarakat agar dapat mengoptimalkan kemajuan teknologo untuk mengakses 

informasi. 

Terhadap Institusi Kepenghuluan, meskipun fakta di lapangan menyebutkan 

bahwa pihak KUA merasa terbantu dengan adanya Marriage Broker. Akan tetapi 

hal ini tentu mencederai upaya Kementerian Agama dalam mereformasi pelayanan 

KUA yang prima. Adanya praktik pendelegasian ini menandakan belum 

optimalnya sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan regulasi perkawinan. 

Oleh karena itu, pihak KUA dapat mengoptimalisasikan sosialisasi tentang hukum 

perkawinan kepada masyarakat baik melalui media sosial ataupun memaksimalkan 

peran dari para Penyuluh Agama Islam. 

Terhadap para peneliti, sebagaimana di awal pembahasan telah disebutkan 

bahwa diskursus tentang praktik jasa pendaftaran/makelar (Marriage Broker) telah 

lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak banyak dari kalangan 

akademisi menaruh perhatian dan melakukan studi terhadap praktik tersebut. Oleh 

karena itu, bagi para peneliti agar dapat melakukan penelitian yang memang dekat 

dengan fenomena di masyarakat. Sehingga masalah tersebut dapat ditemukan 

solusinya baik dari tataran praktis maupun dari kebijakan. 

Terakhir, penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, penulis memerlukan kritik dan saran dalam mengembangkan penelitian 
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ini. Selanjutnya, keterbatasan penelitian ini adalah dari lingkup objek penelitian, 

sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan objek 

penelitian yang lebih luas agar lebih berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
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